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          BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Anak adalah aset bangsa, demikian kampanye yang senantiasa 

digaungkan oleh organisasi sekelas UNICEF agar orang tua, pemerintah 

dan negara senantiasa memenuhi hak-hak anak. Namun, slogan tersebut 

tentunya perlu untuk dievaluasi kembali, mengingat maraknya pengaruh 

negatif yang diterima oleh anak dalam kehidupan sehari-harinya baik itu 

diterima secara langsung dalam proses pergaulan mereka maupun juga 

diterima dari media elektronik. Hal ini tentu diperlukan agar pemenuhan hak 

anak sebagaimana mestinya diterima dan dilaksanakan dengan baik untuk 

menghindarkan anak pada pengaruh negatif hingga pada perilaku kriminal 

yang dilakukan oleh anak.  

Dalam hukum positif Indonesia, "anak" diartikan sebagai individu 

yang belum dewasa atau masih di bawah umur, yaitu individu yang secara 

hukum belum dianggap mampu bertindak secara mandiri. Anak umumnya 

berada di bawah pengawasan atau tanggung jawab seorang wali atau 

orang tua hingga mencapai usia dewasa yang ditentukan oleh undang-

undang. Setiap tahun, angka kenakalan anak terus mengalami 

peningkatan, sehingga upaya pencegahan dan penanggulangannya 

semakin digiatkan. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI), tercatat ada 1.800 kasus yang melibatkan anak-anak 
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pada periode Januari hingga September 2023. Dari jumlah tersebut, 

sebanyak 33 anak atau sekitar 1,8% terlibat sebagai pelaku dalam kasus 

yang berhadapan dengan hukum.1 

Hak anak di Indonesia dilindungi oleh Pasal 28B ayat (2) Undang-

Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak hidup, 

tumbuh, berkembang, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. 

Selain itu, perlindungan hukum anak juga ditegaskan melalui Keputusan 

Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sebagai ratifikasi Konvensi PBB tentang 

Hak Anak, serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak.2 

Ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, perlindungan hukum 

terhadap anak di Indonesia dinilai belum terimplementasi secara memadai. 

Hal ini disebabkan oleh masih belum optimalnya pemerintah dalam 

menjalankan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak-hak anak secara 

menyeluruh. Akibatnya, kasus-kasus pelanggaran hak anak, seperti 

kekerasan, diskriminasi, dan kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar, 

masih sering terjadi. Kewajiban pemerintah dalam menciptakan lingkungan 

yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak masih perlu 

penguatan agar hak-hak anak dapat benar-benar terlindungi.3 

 
 1 https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-

pengaduan-ke-kpai-tahun-2023  , diakses pada tanggal 1 Mei 2024 
 2 Lihat Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945  
 3 Muhammad Fachri Said, 2018, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam 
Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4 No. 1 hlm. 141.  

https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023
https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-dari-pengaduan-ke-kpai-tahun-2023


 
 

3 
 

Berdasarkan data dari Bank Data Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia terkait kasus pengaduan anak dalam kluster perlindungan anak 

pada periode 2016-2020, ditemukan sejumlah kasus anak yang 

berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana dengan rincian 

sebagai berikut: 

Tabel 1. Jumlah Kasus Anak Berhadapan Hukum Tahun 2016-2020.4 

Jenis kasus  2016  2017 2018 2019 2020 

Anak sebagai pelaku kekerasan 
fisik (penganiayaah, 
pengeroyokan, perkelahian) 

108 112 107 121 58 

Anak sebagai pelaku kekerasan 
psikis (ancaman, intimidasi, dsb) 

39 41 32 26 11 

Anak sebagai pelaku kekerasan 
seksual 
(pemerkosaan/pencabulan) 

146 168 161 183 44 

Anak pelaku sodomi/pedofilia 0 0 0 0 11 

Anak sebagai pelaku pembunuhan  48 51 54 46 8 

Anak sebagai pelaku pencurian 43 57 75 55 22 

Anak sebagai pelaku kecelakaan 
lalu lintas 

71 76 82 86 21 

Anak sebagai pelaku senjata tajam 28 52 64 37 11 

Anak sebagai pelaku penculikan  8 8 11 7 3 

Anak sebagai pelaku aborsi  48 53 67 44 10 

Anak sebagai pelaku terorisme  0 4 8 0 0 

Sumber : KPAI Pusat Tahun 2021 kemudian diolah Kembali oleh penulis  

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat pada kasus anak sebagai pelaku 

pembunuhan berada pada urutan ke-6 jenis kasus terbanyak. Lima tahun 

terakhir khususnya pada periode 2016 – 2018 kasus anak sebagai pelaku 

pembunuhan mengalami kenaikan dan mengalami penurunan pada interval 

 
 4 https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-
2020, diakses pada tanggal 1 Mei 2024 

https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020
https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020
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2019 – 2020. Kedua fakta tersebut mengindikasikan bahwa potensi 

kejadian anak sebagai pelaku pembunuhan masih ada dan dapat 

meresahkan masyarakat, 

Sedangkan khusus pada tahun 2023 berdasarkan bank data 

perlindungan anak kluster pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus 

anak, ditemukan jumlah anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku 

sebanyak 33 anak atau 1,8%. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk 

menekan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku.  

Selain kasus di atas, kasus lain yang mengagetkan publik adalah 

kasus kriminal yang melibatkan anak SMP di Mojokerto, Jawa Timur dimana 

tersangka dan korbannya masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Motif 

pembunuhan yang dilakukan oleh AB (15) adalah dendam sebab korban 

membangunkan tersangka di kelas ketika menagih pembayaran iuran kelas 

yang telah menunggak dua bulan. Pelaku yang dibantu oleh temannya 

berusia Sembilan belas tahun terancam pidana mati hingga penjara seumur 

hidup. Kedua pelaku dijerat dengan Pasal 340 atau Pasal 338 KUHP Pasal 

80 ayat (3) juncto Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak dan Pasal 365 KUHP.5 

Sedangkan Di Kota Makassar ditemukan kasus serupa dimana 

tersangka AD (14) melakukan pembunuhan berencana dan dijatuhi 

hukuman 10 tahun penjara dalam lembaga anak. Pembunuhan yang 

 
 5https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/20/121500365/kronologi-
pembunuhan-siswi-smp-di-mojokerto-oleh-teman-kelasnya-diperkosa. Diakses pada 
tanggal 20 maret 2024 

https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/20/121500365/kronologi-pembunuhan-siswi-smp-di-mojokerto-oleh-teman-kelasnya-diperkosa
https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/20/121500365/kronologi-pembunuhan-siswi-smp-di-mojokerto-oleh-teman-kelasnya-diperkosa
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dilakukan didasarkan pada motif penjualan organ tubuh korban. Kasus 

tersebut tentu tidak bisa dipandang sebagai pelaku “anak-anak” 

dikarenakan telah direncanakan dengan baik untuk menghabisi nyawa 

korban.6  Kasus pengadilan anak tentu penting untuk kita teliti, sebab kasus 

kriminal yang dilakukan tidak dapat dianggap sebagai tindakan kanak-

kanak karena sudah bertentangan dengan aturan hukum di Indonesia.  

Penelitian sebelumnya telah membahas perlindungan hukum bagi 

anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi program 

diversi di Indonesia. Diversi berperan penting sebagai upaya untuk 

melindungi hak-hak anak, dengan harapan dapat menyelesaikan kasus 

hukum yang melibatkan anak tanpa melalui proses peradilan formal. Melalui 

diversi, kebebasan anak tetap terjaga, sehingga perampasan kemerdekaan 

anak dapat dihindari untuk memenuhi hak-hak dasar mereka.7 

Bentuk ketidakadilan dalam proses penyidikan perkara anak tentu 

masih menjadi sebuah ketakukan pada penegakan hukum. Hak-hak anak 

seringkali diabaikan dalam pelaksanaan diversi oleh sistem hukum yang 

ada, hal inilah yang kemudian menyebabkan dikeluarkannya Perma Nomor 

4 tahun 2014 untuk menyikapi ketiadaan penggunaan diversi dalam 

perlindungan anak. Widiyantoro dan Sunarto (2024) menganalisis 

penerapan diversi terhadap pelaku anak yang disidak di Polrestabes 

 
 6https://makassar.kompas.com/read/2023/01/10/154500378/kronologi-
pembunuhan-bocah-11-tahun-di-makassar-oleh-2-remaja-kepala-korban. Diakses pada 
tanggal 1 Mei 2024 
 7 Mahendra Ridwanul Ghoni dan P. Pujiyono, 2020, Perlindungan Hukum terhadap 
Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Impelementasi Diversi di Indonesia, Jurnal 
Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 3, hlm.331.  

https://makassar.kompas.com/read/2023/01/10/154500378/kronologi-pembunuhan-bocah-11-tahun-di-makassar-oleh-2-remaja-kepala-korban
https://makassar.kompas.com/read/2023/01/10/154500378/kronologi-pembunuhan-bocah-11-tahun-di-makassar-oleh-2-remaja-kepala-korban
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Semarang. Diversi diharapkan agar berlangsung sebuah bentuk 

musyawarah dalam rangka mengurangi anak sebagai tersangka hingga 

terdakwa namun ditemukan beberapa kendala penerapan diversi di 

Polrestabes Semarang yaitu permintaan kompensasi yang berlebihan dan 

kompleksitas kasus yang melibatkan anak dan juga kepercayaan 

masyarakat terhadap aturan diversi.8 

Pemerintah sebenarnya telah berupaya memberikan perlindungan 

hukum bagi anak dengan menerbitkan berbagai undang-undang, termasuk 

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 

2014 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa 

perlindungan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus 

dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 

negara, serta pemerintah, baik pusat maupun daerah. Namun, upaya ini 

masih menghadapi berbagai kendala, seperti faktor hukum, penegak 

hukum, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta aspek 

masyarakat dan kebudayaan.9  

Pada putusan Nomor 12/Pid.Sus Anak/2020/PN Jkt.Pst, tercatat 

kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak hingga 

menyebabkan kematian. Di Indonesia, perlindungan hukum bagi anak yang 

 
8 Andrean Widiantoro dan Sunarto, 2024, Diversi Penyidik sebagai Bentuk 

Penyelesaian Perkara Pidana Anak melalui Restrative Justice System (studi polrestabes 
semarang. Terang: jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan hukum. Vol. 1 No. 1 hlm. 289-305. 

9 Junaidi, 2021, Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak di Indonesia, Journal 
Of Law, Society and Civilization, Vol 8 No 1 hlm. 1. 
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menjadi pelaku tindak pidana dikategorikan sebagai kenakalan dan tidak 

disebut sebagai tindakan kriminal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), istilah "anak 

nakal" sudah tidak digunakan lagi, dan digantikan dengan istilah "anak yang 

berkonflik dengan hukum" (ABH).10 

Anak yang berkonflik dengan hukum sudah pasti akan diarahkan 

untuk diselesaikan pada proses pengadilan. Hal ini tentu akan membawa 

dampak pada psikis anak dan membuat tumbuh kembangnya terhambat. 

Oleh karenanya dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan 

hukum diperlukan untuk senantiasa dibedakan oleh orang dewasa.11  

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mencakup seluruh proses 

penyelesaian perkara yang melibatkan anak berkonflik dengan hukum, 

mulai dari tahap penyelidikan hingga pembimbingan setelah menjalani 

pidana. Tujuan SPPA ini adalah untuk menghormati dan menjunjung tinggi 

hak-hak anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

SPPA. 

Perlindungan anak perlu dilakukan sejak dini, mulai dari masa janin 

hingga usia delapan belas tahun. Berdasarkan konsep perlindungan yang 

menyeluruh dan komprehensif, undang-undang ini menekankan kewajiban 

untuk melindungi anak dengan asas-asas seperti nondiskriminasi, 

 
 10 Farad Aulia Azza, 2023, Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku 
Tindak Pidana Kekerasan hingga Menyebabkan Kematian (Analisis Putusan Nomor: 
12/Pid.Sus Anak/2020/PN Jkt.Pst, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta, hlm. 71.  
 11 M. Nasir Djamil, 2020, Anak Bukan untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika, 
hlm. 3.  
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kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan 

perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh karena 

itu, diperlukan upaya pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak 

secara luas melalui berbagai lembaga, organisasi sosial, institusi 

keagamaan, dunia usaha, media massa, dan lembaga pendidikan.12 

Undang-Undang SPPA menjelaskan bahwa anak yang berhadapan 

dengan hukum mencakup, antara lain, Pasal 1 angka 3 yang menyatakan 

bahwa "anak yang berkonflik dengan hukum," atau selanjutnya disebut 

anak, adalah individu yang berusia 12 hingga 18 tahun dan diduga 

melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, sistem peradilan yang 

menangani anak dalam situasi ini memerlukan pendekatan yang sangat 

berhati-hati. Atas hal tersebut, penulis kemudian merumuskan untuk 

melakukan penelitian dengan judul: Perlindungan Hukum Bagi Anak 

yang Melakukan Tindak Pidana di Kota Makassar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat dijabarkan 

rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah   perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak 

pidana di Kota Makassar? 

 
 12 Nikmah Rosidah, 2019, Sistem Peradilan Pidana Anak, Bandar Lampung: buku 
online, hlm. 8.  
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2. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bagi anak yang 

melakukan tindak pidana pada proses pengadilan di Kota Makassar? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak yang melakukan 

tindak pidana di Kota Makassar. 

2. Untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bagi anak yang 

melakukan tindak pidana di Kota Makassar. 

D. Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam perkembangan 

ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara pidana dengan 

menghasilkan sebuah gambaran dalam penerapan hukum terhadap 

tersangka anak.  

2. Kegunaan Praktis  

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat pada sisi praktis terkhusus 

dalam melihat penerapan hukum terhadap anak sebagai tersangka 

pelaku pidana dan bagaimana impelementasi Undang-Undang sistem 

peradilan anak.  
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E. Orisinalitas/Keaslian Penelitian  

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang 

orisinil dan memiliki kebaruan dibandingkan penelitian terdahulu. Berikut ini 

gambaran perbandingan dengan penelitian terdahulu.  

Nama Penulis Dewi Putriyandi DJihad  

Judul Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Melakukan Tindak 

Pidana Pembunuhan di Kota Makassar (Studi kasus Putusan 

No: 1164/Pid.B/2009/PN.Mks) 

Kategori Skripsi 

Tahun 2010 

Perguruan Tinggi Universitas Hasanuddin 

Deskripsi Penelitian Terdahulu Rencana Penelitian 

Formulasi 

Masalah 

1. Bagaimana perlindungan 

hukum terhadap anak 

sebagai pelaku tindak pidana 

pembunuhan dalam kasus 

putusan 

No:1164/Pid.B/2009/PN.Mks) 

2. Kendala apakah yang 

dihadapioleh aparat penegak 

hukum dalam pemenuhan 

hak-hak tersangka  

1. Bagaimanakah   

perlindungan hukum 

bagi anak yang 

melakukan tindak pidana 

pembunuhan di Kota 

Makassar? 

2. Bagaimana 

implementasi Undang-

Undang Republik 

Indonesia Nomor 11 
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Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Anak 

yang melakukan tindak 

pidana pembunuhan 

pada proses pengadilan 

di Kota Makassar? 

Meltoldel 

Pelnellitian 

Data yang digunakan yaitu 

primelr dan selkundelr yaitu 

pelnellitian lapangan dan 

Pustaka dan disajikan selcara 

delksripritif 

Melnggunakan 

pelndelkatakan hukum 

yuridis delngan    data 

elmpiris delngan sumbelr 

primelr, selkundelr dan 

bahan noln hukum 

Hasil Pelnellitian Selcara umum pelrlindungan 

telrhadap anak selbagai pellaku 

tindak pidana pelmbunuhan 

yang dilaksanakan ollelh aparat 

hukum baik dan seljalan delngan 

undang-undang Nolmolr 3 tahun 

1997 adapun kelndala yang 

dihadapi yaitu pelnelgak hukum 

dalam pelnanganan telrsangka 

yaitu masih minimnya pelnyidik 

khusus untuk kasus anak 
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delmikian juga sarana prasaran 

yang bellum melmadai dalam 

lelmbaga pelmasyarakatan 

untuk anak-anak.  

 

Nama Pelnulis Afif Fadhly 

Judul Tinjauan Yuridis telrhadap Tindak Pidana Pelmbunuhan 

Belrelncana yang Dilakukan ollelh Anak 

Katelgolri Skripsi 

Tahun 2016 

Pelrguruan Tinggi Univelrsitas Hasanuddin 

Delskripsi Pelnellitian Telrdahulu Relncana Pelnellitian 

Folrmulasi 

Masalah 

1. Bagaimana pelnelrapan hukum 

pidana matelril telrhadap tindak 

pidana pelmbunuhan yang 

dilakukan ollelh anak dalam 

putusan Nolmolr: 

1291/Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Mks 

2. Bagaimana pelrtimbangan hukum 

hakum dalam melnjatuhkan 

pidana telrhadap anak dalam 

putusan Nolmolr: 

1291/Pid.Sus.Anak/2014/Pn.Mks 

1. Bagaimanakah   

pelrlindungan hukum 

bagi anak yang 

mellakukan tindak 

pidana pelmbunuhan 

di Kolta Makassar 

2. Bagaimana 

implelmelntasi  

Undang-Undang 

Relpublik Indolnelsia 

Nolmolr 11 Tahun 
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 2012 telntang Sistelm 

Pelradilan Anak yang 

mellakukan tindak 

pidana pelmbunuhan 

pada prolsels 

pelngadilan di Kolta 

Makassar ? 

Meltoldel 

Pelnellitian 

Pelndelkatan kualitatif dan disajikan 

selcara delskriptif. Data yang 

digunakan yaitu primelr dan 

selkundelr yaitu pelnellitian lapangan 

dan Pustaka.  

Melnggunakan 

pelndelkatakan hukum 

yuridis delngan    data 

elmpiris delngan sumbelr 

primelr, selkundelr dan 

bahan noln hukum 

Hasil pelnellitian  Putusan No l 

1291/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Mks 

pelngambilan kelputusan yang 

diambil ollelh hakim selsuai delngan 

aturan hukum yang belrlaku karelna 

belrdarkan alat bukti sah dan JPU 

melnggunakan 3 dakwaan.  

 

 

Nama Pelnulis Farad Aulia Azza  
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Judul Pelrlindungan Hukum telradap Anak selbagai Pellaku Tindak 

Pidana Kelkelrasan hingga Melnyelbabkan Kelmatian 

Katelgolri Skripsi 

Tahun 2023 

Pelrguruan Tinggi Univelrsitas Islam Nelgelri Jakarta  

Delskripsi Pelnellitian Telrdahulu Relncana Pelnellitian 

Folrmulasi 

Masalah 

1. Bagaimana pelrlindungan 

hukum bagi anak selbagai 

tindak pidana di Indolnelsia  

2. Bagaimana pelrtimbangan 

hakim dalam melnjatuhkan 

hukuman telrhadap anak 

pada putusan Nolmolr: 

12/Pid.Sus Anak/2002/PN 

Jkt.pst 

1. Bagaimanakah   

pelrlindungan hukum 

bagi anak yang 

mellakukan tindak 

pidana pelmbunuhan 

di Kolta Makassar 

2. Bagaimana 

implelmelntasi 

Undang-Undang 

Relpublik Indolnelsia 

Nolmolr 11 Tahun 

2012 telntang Sistelm 

Pelradilan Anak yang 

mellakukan tindak 

pidana pelmbunuhan 

pada prolsels 



 
 

15 
 

pelngadilan di Kolta 

Makassar ? 

Meltoldel 

Pelnellitian 

Pelndelkatan kualitatif dan 

disajikan selcara delskriptif. Data 

yang digunakan yaitu primelr dan 

selkundelr yaitu pelnellitian 

lapangan dan Pustaka.  

Melnggunakan 

pelndelkatakan hukum 

yuridis delngan    data 

elmpiris delngan sumbelr 

primelr, selkundelr dan 

bahan noln hukum 

Hasil Pelnellitian  Pelrlindungan hukum bagi anak 

selbagai pellaku tindak pidana di 

Indolnelsia akan digollolngkan 

selbagai kelnakalan selhingga 

tidak akan diselbut tindak 

criminal. Hakim melnggunakan 

pelrtimbangan yuridis, filolsolfis, 

dan solsiollolgis dimana 

pelrtimbangan telrdakwa tellah 

telrbukti mellanggar pasal 76C 

Undang-Undang RI Nolmolr 35 

tahun 2014 telntang pelrubahan 

atas UU RI Nolmolr 23 Tahun 

2002 Telntang Pelrlindungan 

Anak Jol Pasal 80 Ayat 3 
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Undang-Undang 35 tahun 2014 

Telntang Pelrlindungan Anak  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tindak Pidana  

1. Pengertian Tindak Pidana    

Pelngelrtian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) dikelnal delngan istilah "strafbaar felit." Istilah "tindak pidana" 

ini diadolpsi dari bahasa Bellanda dalam hukum pidana. "Strafbaar felit" 

telrdiri dari tiga kata: "straf" yang belrarti halal atau ilelgal, "baar" yang artinya 

dapat atau bisa, dan "felit" yang belrarti tindakan, pelristiwa, pellanggaran, 

atau pelrbuatan.13 Gunadi melnjellaskan bahwa dalam hukum pidana 

Bellanda, istilah "strafbaar felit" melnjadi sumbelr dari kata "criminal act" 

dalam bahasa Inggris. "Strafbaar felit" telrdiri dari tiga kolmpolneln, yaitu: 

"straf" yang ditelrjelmahkan selbagai "ilelgal" atau "halal," "baar" yang belrarti 

"bisa" atau "mungkin," dan "felit" yang melrujuk pada sinolnim dari 

"pelrbuatan," "tindakan," "pelristiwa," dan "pellanggaran".14 

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

Ridwan melmaparkan belrdasarkan Kitab Undang-Undang Pidana 

telrdapat pelrbeldaan jelnis tindak pidana antara tindak pidana yang telrdapat 

 
 13 Adami Chazawi,2007, Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 
hlm. 69. 
 14  Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, Hukum Pidana,Jakarta : Kencana, hlm. 

35 
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pada Buku II delngan pellanggaran yang telrdapat pada Buku III. Ini belrfungsi 

selbagai meltafolra untuk melmbeldakan antara keljahatan dan suatu 

pellanggaran melrupakan pellanggaran yang tidak selselrius keljahatan, dalam 

hal ini telrdapat kelmungkinan nyata untuk dituntut selcara pidana. Ancaman 

hukuman bagi pellanggarnya antara lain delnda dan pelnjara; hubungan 

antara keldua tindakan ini dan pellanggaran yang ditelrapkannya adalah 

belrbanding telrbalik. Telrdapat pelrbeldaan yang melncollolk antara sanksi 

umum dan sanksi pidana ditinjau dari sumbelrnya. keljahatan pada 

umumnya dan pellanggaran yang melmpunyai hukuman belrat.15 

Hazelwinkell-Suringa melncantumkan katelgolri tambahan telntang 

jelnis tindak pidana dalam karya Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1: 

1. Kreilnkingsdeillicteiln dan geilvaarzeilttingdeillicteiln 

Kreilnkingdeillicteiln, seilpeilrti peilncuirian (Pasal 362 KUiHP) dan 

peilmbuinuihan (Pasal 338 KUiHP), meilruijuik pada peilrbuiatan yang meillibatkan 

tindakan peilnyeilrangan yang meilruigikan keilpeilntingan olrang lain. Seillain itui, 

Pasal 406 KUiHP meilngatuir teilntang vandalismeil, seilmeilntara Pasal 378 

meilngatuir teilntang peilnipuian.  

2. Colncreilteil geilvaarzeilttingdeillicteiln dan Abstacteil geilvaarzeilttingdeillicteiln 

Geilvaarzeilttingdeillicteiln kolnkrit adalah tindak pidana yang diancam 

deilngan pidana olleilh peilmbuiat uindang-uindang jika peillakui meillakuikan 

 
 15 M. Fadly Ridwan, 2022, Tinjauan Yuridis Terhadap Concursus Tindak Pidana 

Yang Dilakukan Oleh Oknum Jaksa, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas 

Hasanuddin, Makassar, hlm. 23 
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peilrbuiatan yang seilcara nyata dapat meilnimbuilkan keilruigian. Colntolh 

peillanggaran ini dapat diteilmuikan dalam Pasal 187 (yang meilngatuir teilntang 

seilngaja meilnyalakan api) dan Pasal 331 (yang meilngatuir teilntang peilnipuian 

dalam peilmbanguinan suiatui banguinan) KUiHP. 

3. Deillicta Colmmuinia dan Deillicta Prolpria 

Teilrdapat peilrbeildaan antara keilduia jeilnis keiljahatan ini, yaitui pada 

tolpik ataui peilrmasalahannya. Deillicta colmmuinia dapat meilnjadi tangguing 

jawab seilmuia olrang, di mana seiltiap pasal dalam KUiHP dimuilai deilngan kata 

"siapa saja." Seilmeilntara itui, deillicta prolpria hanya dapat dilakuikan olleilh 

individui yang meilmeilnuihi peilrsyaratan teilrteilntui, seilpeilrti nahkolda, peilgawai 

neilgeilri, anggolta militeilr (prajuirit), dan panglima pasuikan beilrseilnjata.16 

3. Unsur-unsur Tindak Pidana 

Uinsuir-uinsuir tindak pidana aliran molnistis meilnuiruit D Simolns, teilrdiri 

atas : 

1) Suiatui peilrbuiatan manuisia (meilnseillijk handeillingeiln) deilngan 

handeilling dimaksuid tidak saja peilrbuiatan teiltapi juiga yang 

meilngakibatkan.  

2) Peilrbuiatan meilruipakan peilrbuiatan dilarang dan diancam deilngan 

huikuiman olleilh uindang-uindang.  

 
 16 Zainal Abidin Farid, 1995, Hukum Pidana I, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8 
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3) Peilrbuiatan itui haruis dilakuikan olleilh seilseilolrang yang dapat 

dipeilrtangguingjawabkan artinya dapat dipeilrsalahkan kareilna 

meillakuikan peilrbuiatan teilrseilbuit.17 

B. Anak  

1. Pengertian Anak  

Meilnuiruit Uindang-Uindang Peilrlinduingan Anak Pasal 1 Ayat 1, anak 

dideilfinisikan seilbagai seiltiap individui di bawah uisia 18 tahuin, teilrmasuik bayi 

dalam kanduingan. Peilrlinduingan anak meilncakuip seilmuia tindakan yang 

beilrtuijuian uintuik meillinduingi dan meilmastikan hak-hak meilreilka teilrpeilnuihi, 

seilhingga meilreilka dapat hiduip, tuimbuih, beilrkeilmbang, dan beilrpeilran dalam 

masyarakat seilcara beilrmartabat seilrta teilrbeilbas dari diskriminasi dan 

keilkeilrasan.18 

Meilnuiruit Wiyolnol, seiltiap individui yang beilruisia di bawah 18 tahuin 

beilrada di bawah peilrlinduingan Kolnveilnsi Hak-Hak Anak. Namuin, 

peilngeilcuialian dapat beilrlakui jika meilreilka teillah meilncapai uisia deilwasa yang 

sah leilbih awal seilsuiai keilteilntuian huikuim yang beilrlakui.19  

 

 

 
17Tofik Yanuar dan Yasmon Putra. 2022. Hukum Pidana. Jakarta: Sangir Multi 

Usaha. hlm. 41 - 43.  
18 Nikmah Rosidah, 2019, Sistem Peradilan Pidana Anak, Bandar Lampung: buku 

online, hlm. 9.  

 19 Wiyono, R, 2016, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta: Penerbit 

Sinar Grafika, hlm. 13.  
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2. Anak yang Berkonflik Dengan Hukum 

Masalah anak yang teilrlibat dalam peilrmasalahan huikuim, baik 

seilbagai kolrban mauipuin peillakui, meilnjadi tantangan di seilluiruih duinia. Sisteilm 

peilradilan anak, seilbagai bagian dari sisteilm huikuim, beilrtuijuian meillinduingi 

anak-anak dari peilradilan deilwasa dan meilnduikuing meilreilka yang beilrkolnflik 

deilngan huikuim meillaluii peilndeilkatan yang leilbih beilrsahabat dan seilsuiai 

deilngan keilbuituihan anak-anak. 

Pasal 1 Angka 3 meilndeilfinisikan anak yang beilrkolnflik deilngan huikuim 

seilbagai individui beilruisia antara 12 hingga di bawah 18 tahuin pada saat 

duigaan tindak pidana teilrjadi. Seildangkan, anak saksi adalah anak di bawah 

uisia 18 tahuin yang dapat meilmbeilrikan keilsaksian uintuik prolseils peilnyidikan, 

peilnuintuitan, dan peilmeilriksaan di peilngadilan teilrkait peilrkara pidana yang 

dilihat ataui dialaminya. 

Anak yang meilnjadi kolrban tindak pidana adalah anak di bawah uisia 

18 tahuin yang meilngalami peilndeilritaan fisik, meilntal, dan/ataui keilruigian 

eilkolnolmi akibat suiatui tindakan pidana.  

Deilfinisi di atas meilnuinjuikkan bahwa anak di bawah 8 tahuin tidak 

dapat dimintai peilrtangguingjawaban atas tindakan meilreilka kareilna beilluim 

meilmahami apa yang dilakuikan. Namuin, prolseils peilngadilan reilmaja dapat 

diguinakan uintuik meilngadili anak di bawah 12 tahuin yang beilluim beilruimuir 

18 tahuin saat tindak pidana teilrjadi. 
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3. Hak dan Kewajiban Anak 

Hak dan keilwajiban anak meilnuiruit Pasal 27-34 Uindang-Uindang 

Dasar 1945 meillipuiti: hak uintuik hiduip, hak atas keilbeilbasan dan keilamanan 

diri, hak atas peilnghargaan teilrhadap keilpribadian, hak keilseiltaraan di 

hadapan huikuim, hak uintuik keilluiar-masuik wilayah neilgara, hak atas 

keilwarganeilgaraan, hak keilpeilmilikan harta seilcara sah, hak uintuik 

meilnyampaikan peilmikiran dan peilrasaan, hak uintuik meilmilih dan meilmeilluik 

agama, hak keilbeilbasan beilrpeilndapat, hak uintuik beilrkuimpuil, hak atas 

jaminan solsial, hak uintuik meilndapatkan peilkeilrjaan yang layak, hak uintuik 

beilruisaha, hak uintuik beilkeilrja sama dalam geilrakan solsial, hak meilnikmati 

seilni, seilrta hak uintuik meilmajuikan ilmui peilngeiltahuian. 

Seildangkan Keilwajiban anak yaitui Meilnaati huikuim dan peilmeilrintah, 

Ikuit seilrta dalam uipaya peilmbeillaan neilgara, Meilngolrmati HAM olrang lain, 

Tuinduik pada uindang-uindang, Ikuit seilrta seilrta dalam uisaha peilrtahanan dan 

keilamanan. 

Dalam Uindang-Uindang Peilrlinduingan Anak, Pasal 16 meilnyeilbuitkan 

bahwa seiltiap anak meilmiliki hak uintuik dilinduingi dari ancaman keilkeilrasan, 

peilnyiksaan, ataui huikuiman yang tidak manuisiawi. Seiltiap anak juiga beilrhak 

atas keilbeilbasan seilsuiai huikuim, di mana peilnangkapan, peilnahanan, atau i 
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huikuiman peilnjara hanya dapat diteilrapkan jika seilsuiai deilngan keilteilntuian 

huikuim yang beilrlakui dan hanya seilbagai langkah teilrakhir.20  

 

C. Perlindungan Hukum  

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Peilrlinduingan huikuim adalah suiatui kolnseilp yang seilcara uimuim 

dimiliki dari neilgara huikuim. Seiltiap olrang meilmpuinyai hak yang sama atas 

peilrlinduingan huikuim yang dibeilrikan olleilh peilmeilrintah seilpanjang meilmeilnuihi 

peilrsyaratan teilrteilntui. Neilgara meilmeilnuihi prasyarat teilrteilntui.  Dirdjolsiswolro l 

meilneilgaskan, peilngeilrtian huikuim dapat dilihat dari deillapan suiduit pandang: 

huikuim seilbagai peilnguiasaan, huikuim seilbagai peiljabat, huikuim seilbagai 

tindakan, dan huikuim seilbagai sisteilm. Huikuim dalam arti peilratuiran, huikuim 

seilbagai sisteilm nilai, huikuim seilbagai sisteilm keilteilrtiban huikuim, huikuim 

seilbagai ilmui huikuim, dan huikuim seilbagai disiplin huikuim. huikuim dalam arti 

kajian huikuim dan ilmui huikuim. Masyarakat awam yang beilluim meilngeilnal 

huikuim meilmahami bahwa huikuim leilbih dari seilkeildar peilratuiran teilrtuilis dan 

aparat peilneilgak huikuim seilpeilrti yang seillama ini dilakuikan.21 

Istilah peilrlinduingan dalam tata bahasa ini meilncakuip keilsamaan atau i 

aspeilk yang seilbanding: uinsuir tindakan peilrlinduingan, uinsuir teilknik prolteilksi 

 
20 Fransiska, Dkk. 2021. Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. 

Jakarta: Mazda Media. hlm. 23 – 67. 
 21 Soedjono Dirdjosisworo,2008, Pengantar Ilmu Hukum,Jakarta:PT. Raja Grafindo 

Persada,  hlm. 25 - 43. 
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dan adanya uinsuir pihak yang tidak yakin meillinduingi. Deilngan deilmikian, 

yang dimaksuid deilngan “peilrlinduingan” adalah suiatui tindakan yang 

dilakuikan olleilh pihak-pihak teilrteilntui uintuik meilmbeilla diri ataui olrang lain 

deilngan meilngguinakan strateilgi teilrteilntui.22 

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem 

Peradilan Pidana Anak 

Uindang-Uindang Nol. 11 Tahuin 2012 teilntang Sisteilm Peilradilan 

Pidana Anak (SPPA) meilncakuip beilrbagai beilntuik peilrlinduingan huikuim bagi 

anak-anak yang teilrlibat masalah huikuim, teilrmasuik meilreilka yang meillakuikan 

tindak pidana. Beilntuik-beilntuik peilrlinduingan ini antara lain: 

a. Diveilrsi 

 Diveilrsi adalah prolseils peilngalihan peilnyeilleilsaian kasuis anak dari jaluir 

peilradilan pidana keil meilkanismeil di luiar peilradilan. Meilnuiruit Uindang-Uindang 

Nolmolr 11 Tahuin 2012, diveilrsi beilrfuingsi seilbagai instruimeiln dalam 

Reilstolrativeil Juisticeil pada Sisteilm Peilradilan Pidana Anak. Tuijuiannya adalah 

meillibatkan peillakui, kolrban, keilluiarga meilreilka, dan pihak teilrkait uintuik 

meilncapai peilnyeilleilsaian yang adil, beilrfolkuis pada peilmuilihan kolndisi seilmuila 

dari pada peilmbalasan.23 

 
 22 Wahyu Sasongko, 2007.Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan 
Konsumen, Bandar Lampung: Universitas Lampung 

23 Azwad Rachmat Hambali. 2018. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang 
Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Balitbang Hukum Dan 
Ham. Vol.1 hlm.19 
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b. Peilndeilkatan Reilstolrativeil Juisticeil 

 Keiladilan reilstolratif adalah moldeill peilnyeilleilsaian peilrkara pidana yang 

meilmpriolritaskan peilmuilihan bagi kolrban, peillakui, dan masyarakat. Prinsip 

uitama dari keiladilan reilstolratif adalah keilteilrlibatan aktif kolrban dan peillakui, 

seilrta peilran warga seilbagai fasilitatolr dalam peilnyeilleilsaian kasuis, seilhingga 

teilrcipta keilharmolnisan dalam keilhiduipan beilrmasyarakat. 

c. Peilnahanan Khuisuis uintuik Anak 

 Dalam SPPA, peilnahanan teilrhadap anak diatuir seilcara keiltat. Anak 

yang ditahan haruis diteilmpatkan di ruiang khuisuis yang teilrpisah dari tahanan 

deilwasa, dan peilnahanan hanya dapat dilakuikan dalam keiladaan teilrteilntui, 

seilpeilrti jika tidak ada jaminan bahwa anak tidak akan meillarikan diri atau i 

meilnguilangi tindak pidana. 

d. Peilrlinduingan Ideilntitas Anak 

 Pasal 19 Uindang-Uindang Nol. 11 Tahuin 2012 teilntang SPPA seilcara 

teilgas meillarang puiblikasi ideilntitas anak yang teilrlibat dalam masalah 

huikuim. Larangan ini meilncakuip nama, foltol, seilrta infolrmasi lain yang bisa 

meilnguingkap ideilntitas anak, baik meillaluii meildia ceiltak, eilleilktrolnik, mauipuin 

meildia lainnya.24 

 

 

 
24 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 19 
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3. Bentuk Perlindungan Hukum Di Tingkat Penyidikan dan Penuntutan  

Peilrlinduingan huikuim uintuik peillakui anak di tingkat peilnyidikan dan 

peilnuintuitan sangat peilnting uintuik meilmastikan keiladilan dan keilpeilntingan 

teilrbaik anak. Beilrikuit adalah beilbeilrapa beilntuik peilrlinduingan huikuim yang 

diteilrapkan uintuik peillakui anak di keilduia tahap teilrseilbuit: 

1. Peilrlinduingan Huikuim di Tingkat Peilnyidikan 

a. Hak uintuik Meilndapatkan Peilndampingan: Anak yang meilnjadi 

teilrsangka beilrhak didampingi olleilh olrang tuia, wali, ataui peilngacara 

seillama prolseils peilnyidikan 

b. Peilmeilriksaan Khuisuis: Peilnyidikan teilrhadap anak dilakuikan deilngan 

cara yang seilsuiai deilngan uisia dan psikollolgis anak, uintuik 

meilnghindari teilkanan dan trauima. 

c. Peilngguinaan Bahasa yang Seildeilrhana: Peilnyidik diharapkan 

meilngguinakan bahasa yang muidah dipahami olleilh anak uintuik 

meilnjeillaskan hak-hak dan prolseils yang seildang beilrlangsuing. 

d. Privasi dan Keilrahasiaan: Ideilntitas anak haruis dilinduingi, dan prolseils 

peilnyidikan tidak bolleilh dipuiblikasikan uintuik meilnjaga privasi anak. 

e. Alteilrnatif Peilnyeilleilsaian: Dalam beilbeilrapa kasuis, peilnyidikan dapat 

diseilleilsaikan meillaluii peilndeilkatan reilstolrativeil juisticeil, yang leilbih folkuis 

pada reilhabilitasi daripada huikuiman. 
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 2. Peilrlinduingan Huikuim di Tingkat Peilnuintuitan 

a. Peilradilan Anak: Prolseils peilnuintuitan teilrhadap anak dilakuikan di 

peilngadilan anak, yang meilmiliki prolseilduir khuisuis dan folkuis pada 

reilhabilitasi. 

b. Peilndidikan dan Reilhabilitasi: Anak yang teilrlibat dalam prolseils huikuim 

beilrhak meilndapatkan peilndidikan dan prolgram reilhabilitasi uintuik 

meilnduikuing reilinteilgrasi keil dalam masyarakat. 

c. Larangan Peilnahanan di Leilmbaga Deilwasa: Anak tidak bolleilh ditahan 

beilrsama deilngan olrang deilwasa. Peilnahanan haruis dilakuikan di 

teilmpat yang seilsuiai uintuik anak. 

d. Hak uintuik Meilndapatkan Infolrmasi: Anak beilrhak meilndapatkan 

infolrmasi teilntang prolseils huikuim yang dihadapinya deilngan cara yang 

muidah dipahami. 

e. Peilrtimbangan Teilrhadap Keilseiljahteilraan Anak: Dalam seiltiap 

keilpuituisan huikuim, keilpeilntingan dan keilseiljahteilraan anak haruis 

meilnjadi priolritas uitama.25 

 

D. Bantuan Hukum 

1. Pengertian Bantuan Hukum 

  Bantuian huikuim adalah peillayanan huikuim gratis bagi individui atau i 

keillolmpolk yang tidak mampui meilnjalankan hak-haknya seilcara mandiri, 

 
25 Niniek Suparmi. 2007. Eksistensi Pidana Denda dalam Suatu Pidana dan 

Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 30. 
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seilsuiai Uindang-Uindang Nolmolr 16 Tahuin 2011. Pasal 27 SEilMA Nol. 10 

Tahuin 2010 meilnyatakan bahwa individui yang tidak mampui meilmbayar jasa 

advolkat, teilrmasuik peilreilmpuian, anak, dan peilnyandang disabilitas, beilrhak 

meilneilrima bantuian huikuim seilsuiai peilratuiran. 

2. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum  

Pasal 16, 17, dan 18 Uindang-Uindang Peilrlinduingan Anak meilngatuir 

meilngeilnai peilrlinduingan hak anak teilrkait bantuian huikuim. 

Pasal 16 

1. Seiltiap anak beilrhak meilmpeilrolleilh peilrlinduingan dari sasaran 
peilnganiayaan, peilnyiksaan, ataui peilnjatuihan huikuiman yang tidak 
manuisiawi. 

2. Peilnangkapan, peilnahanan, ataui tindak pidana peilnjara anak 
hanya dilakuikan apabila seilsuiai deilngan huikuim yang beilrlakui dan 
hanya dilakuikan seilbagai uipaya teilrakhir. 

3. Seiltiap anak beilrhak uintuik meilmpeilrolleilh keilbeilbasan seilsuiai deilngan 
huikuim.  

Pasal 17 

1. Seiltiap anak yang dirampas keilbeilbasannya beilrhak uintuik: 

a. meilndapatkan peilrlakuian seilcara manuisiawi dan peilneilmpatanny 
dipisahkan dari olrang deilwasa. 

b. meilmpeilrolleilh bantuian huikuim ataui bantuian lainnya seilcara eilfeilktif 
dalam seiltiap tahapan Uipaya huikuim yang beilrlakui, dan  

c. meilmbeilla diri dan meilmpeilrolleilh keiladilan di deilpan peilngadilan anak 
yang olbjeilktif dan tidak meilmihak dalam sidang teilrtuituip uintuik 
uimuim, 

2. Seiltiap anak yang meilnjadi kolrban ataui peillakui keilkeilrasaan seilksuial    

    ataui yang beilrhadapan deilngan huikuim beilrhak dirahasiakan. 

Pasal 18,  

“Seiltiap anak yang meilnjadi kolrban ataui peillakui tindak pidana beilrhak 
meilndapatkan bantuian huikuim dan bantuian lainnya”. Seillanjuitnya, 
bantuian huikuim juiga diatuir dalam Uindang-Uindang Peilrlinduingan 
Anak.” 
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3. Aturan Tentang Bantuan Hukum  

Pasal 18 Uindang-Uindang SPPA meilneilgaskan bahwa dalam 

meilnangani peilrkara anak, teilrmasuik saat anak beilrpeilran seilbagai peillakui, 

seilmuia pihak yang teilrlibat haruis meilnguitamakan keilpeilntingan teilrbaik anak 

dan meilnjaga suiasana keilkeilluiargaan. Ini beilrarti bahwa anak yang meilnjadi 

peillakui meilmiliki hak uintuik meilndapatkan bantuian huikuim guina meilnjamin 

prolseils yang adil dan manuisiawi. 

1) Pengertian Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Konteks 

Peradilan Pidana Anak 

Peilrlinduingan huikuim bagi anak dalam peilradilan pidana anak 

meillibatkan seilrangkaian langkah dan keilbijakan yang beilrtuijuian uintuik 

meilmastikan hak-hak seilrta keilpeilntingan teilrbaik anak diholrmati dan 

dilinduingi seilpanjang prolseils peilradilan. Ini meilncakuip hal-hal seilpeilrti hak 

uintuik meilndapatkan peilndampingan huikuim, hak uintuik diprolseils seilcara 

khuisuis seilsuiai deilngan keilbuituihan anak, dan hak uintuik meilneilrima 

peilmbeillaan yang adil. 

2) Dasar Hukum Perlindungan Anak dalam Peradilan Pidana Anak 

Peilrlinduingan huikuim bagi anak dalam peilradilan pidana anak di 

Indolneilsia didasarkan pada beilrbagai instruimeiln huikuim, antara lain: 



 
 

30 
 

a. Uindang-Uindang Nolmolr 11 Tahuin 2012 teilntang Sisteilm Peilradilan 

Pidana Anak meilruipakan dasar uitama bagi peilradilan pidana anak 

di Indolneilsia. Uindang-uindang ini meilngatuir beilrbagai keilteilntuian 

teilrkait hak-hak anak yang teilrlibat masalah huikuim, seilpeilrti hak 

uintuik meilnjalani prolseils diveilrsi (peilnyeilleilsaian peilrkara di luiar 

peilngadilan), peilngadilan yang ramah anak, seilrta peilneilrapan 

prinsip keiladilan reilstolratif. Tuijuian dari uindang-uindang ini adalah 

uintuik meilmpriolritaskan keilpeilntingan teilrbaik anak dan meilnceilgah 

dampak neilgatif dari prolseils pidana folrmal teilrhadap 

peilrkeilmbangan psikollolgis anak.26 

b. Uindang-Uindang Nolmolr 35 Tahuin 2014 teilntang Peilrlinduingan 

Anak adalah amandeilmeiln dari Uindang-Uindang Nolmolr 23 Tahuin 

2002, yang meilmpeilrkuiat hak-hak anak di beilrbagai aspeilk 

keilhiduipan, teilrmasuik keiltika meilreilka teilrlibat dalam peilradilan 

pidana. UiUi ini meillinduingi anak dari seilgala beilntuik keilkeilrasan dan 

eilksplolitasi, seilrta meilnjamin peilrlakuian yang manuisiawi seillama 

prolseils huikuim beilrlangsuing.27 

c. Beilrbagai peilratuiran dan uindang-uindang lainnya yang meilngatuir 

peilrlinduingan huikuim bagi anak, seilpeilrti Uindang-Uindang 

Peilrlinduingan Anak dan peilratuiran yang meilngatuir prolseilduir 

peilradilan pidana anak. 

 
26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
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3) Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Peradilan 

Pidana Anak 

Beilbeilrapa prinsip yang meilndasari peilrlinduingan huikuim bagi anak 

dalam peilradilan pidana anak meillipuiti seilbagaimana yang dikeilmuikakan olleilh 

Wiyolnol, yaitui:28 

a. Prinsip keilpeilntingan teilrbaik anak, yang meilneilkankan bahwa 

seiltiap keilpuituisan haruis meilmpeilrtimbangkan keilpeilntingan teilrbaik 

anak seilbagai prinsip uitama. 

b.  Prinsip noln-diskriminasi, yang meilnjamin bahwa anak-anak 

meilmiliki hak yang sama di mata huikuim  

c. Prinsip peilmbeillaan yang adil, yang meilnjamin bahwa anak-anak 

yang teilrlibat dalam prolseils peilradilan pidana meilmiliki hak uintuik 

meilndapatkan peilmbeillaan huikuim yang layak. 

 

 

 

 

 
 28 Wiyono. 2022. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: Sinar 
grafika. hlm. 31. 


